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Tanah merupakan sumber daya vital dalam masyarakat Indonesia, baik secara
ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari perspektif hukum, tanah dianggap
bukan hanya sebagai objek fisik tetapi juga sebagai objek hak yang mengatur
hubungan hukum antara badan hukum dan tanah itu sendiri. Kepemilikan
tanah secara konstitusional di Indonesia diatur oleh Pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa
tanah, udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di
bawah kendali negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ketentuan
ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)

Tingginya permintaan terhadap tanah yang tidak seimbang dengan
ketersediaannya, telah menjadikan perlindungan tanah sebagai masalah
hukum yang sering terjadi dan sulit dihindari. Sengketa pertanahan dapat
bersifat perdata, administratif, maupun pidana. Sengketa ini bisa diselesaikan
melalui litigasi. Namun, litigasi dipandang kurang efisien karena durasi
proses yang panjang dan biaya yang relatif tinggi, serta rendahnya
keberhasilan dalam meredam konflik antar pihak. Oleh karena itu,
penyelesaian sengketa alternatif, khususnya mediasi semakin populer.
Metode ini dianggap lebih cepat dan lebih sederhana dengan mengedepankan
pada dialog serta pemahaman situasi para pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi diakui sebagai salah satu bentuk
alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Regulasi mengenai mediasi tersebar
di berbagai undang-undang dan peraturan, terutama Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi
di Pengadilan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah.
Ketiga peraturan ini mengatur mediasi dalam kerangka pandang yang berbeda
dan dengan kewenangan yang berbeda pula.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan dasar hukum umum
untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk mediasi. Undang-
undang ini menekankan prinsip kesukarelaan dan kesepakatan antara para
pihak, tetapi tidak menentukan prosedur atau keberlakuan hasil mediasi.
Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam perkara
perdata. Menurut peraturan ini, mediasi bersifat wajib, dan kesepakatan antara
para pihak dapat dicatat dalam perjanjian mediasi yang mengikat secara
hukum dan dapat dilaksanakan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mengatur mediasi
tanah yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bagian
dari kewenangan administratifnya untuk mengelola sengketa dan konflik
tanah.

Masalah utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah kurangnya kejelasan
kerangka hukum untuk mediasi tanah di Indonesia. Permen ATR/BPN Nomor
21 Tahun 2020 tidak secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 atau PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum untuk
melakukan mediasi. Hal ini menimbulkan ambiguitas, khususnya mengenai
legitimasi dan validitas hasil mediasi tanah yang difasilitasi oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Pasal 44, ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21
Tahun 2020 menyatakan bahwa hasil mediasi dapat didaftarkan ke pengadilan
untuk memperoleh keputusan pengadilan, tetapi tidak secara eksplisit
menjelaskan apakah pendaftaran tersebut wajib atau apakah akan
menimbulkan konsekuensi hukum jika tidak didaftarkan.

Berdasarkan analisis hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa hasil mediasi
dalam sengketa tanah yang dilakukan di luar pengadilan, khususnya melalui
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), hanya memiliki kekuatan hukum
sebagai perjanjian perdata biasa jika tidak didaftarkan ke pengadilan. Hal ini
berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan berdasarkan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, di mana hasilnya memiliki kekuatan hukum tetap dan
dapat dieksekusi karena akta yang dihasilkan dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan mendapat putusan hakim. Situasi ini menunjukkan bahwa
mediasi dalam sengketa tanah yang difasilitasi oleh BPN masih bergantung
pada sistem peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa masalah pengaturan mediasi pertanahan di
Indonesia bukanlah karena konflik antar aturan melainkan karena tidak
adanya payung hukum tunggal untuk mediasi pertanahan serta kurangnya
kejelasan dalam kerangka hukum yang mengatur hubungan antara Undang-
undang No. 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan Permen
ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan ketidakpastian hukum mengenai
kedudukan hasil mediasi pertanahan di Indonesia.
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ABSTRAK

Tanah merupakan objek hak yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan
masyarakat Indonesia sehingga kerap menimbulkan sengketa yang kompleks.
Mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang
lebih efektif dibandingkan litigasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan
mediasi pertanahan masih menghadapi permasalahan yuridis, khususnya
terkait kekaburan norma dan ketiadaan payung hukum yang jelas. Hal ini
terlihat dalam pengaturan mediasi pertanahan yang tersebar dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang belum terhubung
secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta kekuatan hukum
hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan
yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konsep
hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN
Nomor 21 Tahun 2020 tidak secara tegas merujuk pada UU Nomor 30 Tahun
1999 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai landasan yuridis,
sehingga menimbulkan ketiadaan payung hukum dalam pelaksanaan mediasi
pertanahan. Selain itu, ketentuan Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor
21 Tahun 2020 mengandung kekaburan norma mengenai mekanisme
pendaftaran hasil mediasi ke pengadilan dan akibat hukumnya, yang
berdampak pada ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat dan
kekuatan eksekutorial hasil mediasi pertanahan.

Kata Kunci: Mediasi, Pertanahan, Sistem Penyelesaian Sengketa
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